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PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
R DAERAH

Disahkan oleh
-l e

Drs. AZWARDI, MM

26 Januari 2018

INSPEKTORAT
NIP. 19611018 198503 1 005
Nama SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Memahami Tugas Pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat

Pengawasan Intem Pemerintah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan xomoasuu_nmm..o.c.na
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur,

Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

2. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Pengawasan

4. Memahami Standar Audit APIP

5. Memahami Kode Etik APIP

Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
Keterkaitan Peralatan/periengkapan
1. SOP Audit Operasional 1. Program Kerja Pengawasan Tahunan
2. SOP Audit Khusus/Kasus 2. Printer
3. SOP Pengawasan lainnya 3. ATK
4, Laptop/Komputer
5. Lain-Lain
Pencatatan dan pendataan
Disimpan sebagai data manual dan komputerisasi

Jika penerbitah PKPT Terlambat maka akan berdampak kepada Keterlambatan
v&mruu.:mm: kegiatan pengawasan
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Datta Oivﬂdusumu Audit (Risk and Audit Universe) sebagai acuan
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2 |3 (hga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir, Inspektur Pembantu sesuai
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‘i'

‘i’




